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Program Studi  : D3 Akuntansi 

Judul   : Laporan Praktik Kerja Lapangan pada bagian Pelaksanaan 

     dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Bina   

     Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik  

     Indonesia 

 Praktik Kerja Lapangan merupakan salah satu mata kuliah yang terdapat 

dalam Program Studi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Jakarta. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan bertujuan untuk mengembangkan 

kemampuan dan keterampilan praktikan, serta menambah pengetahuan praktikan 

mengenai kondisi dunia kerja. 

 Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan terhitung sejak bulan Juli 

sampai dengan bulan Agustus, di Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah 

Kementerian Dalam Negeri yang berlokasi di Jl.Veteran No.7,Jakarta. Praktikan 

ditempatkan pada bagian Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan 

Daerah (P2KD) selama 40 hari kerja terhitung sejak tanggal 8 Juli 2019 hingga 

30 Agustus 2019.  

 Selama praktikan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan, 

kegiatan yang praktikan lakukan antara lain yaitu, mengklasifikasikan besaran 

APBD yang berada di atas atau di bawah standar yang ditetapkan oleh Ditjen 

Bina Keuangan Daerah, memasukkan dokumen butir-butir hasil klasifikasi 

realisasi anggaran yang tidak sesuai dari target anggaran, dan memasukkan data 

dari Laporan Realisasi Anggaran dari berbagai kota, kabupaten, dan provinsi 

pada bulan Juni dan Juli 2019 ke dalam satu file Excel. Banyaknya peraturan 

yang diterapkan oleh perusahaan kepada praktikan membuat praktikan dapat 

belajar dalam menghadapi situasi tertentu untuk bersikap peduli, cepat, tanggap, 

dan bertanggung  jawab. 
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besarnya terutama kepada kedua orang tua yang telah memberikan 

dukungan moril maupun material dan kepada pihak-pihak yang telah 
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Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
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pembimbing praktik kerja lapangan (PKL) yang telah memberikan 

bimbingan dan arahan dalam proses penyusunan laporan ini 
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4. Bu Rinda selaku pembimbing praktik kerja lapangan di Subdit 

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 

5. Seluruh pegawai Subdit Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban 

Keuangan Daerah yang telah membantu dan bekerjasama dengan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan 

 Dalam rangka menurunkan tingkat pengganguran di Indonesia dan dalam 

proses pengembangan dan peningkatan kegiatan mahasiswa di masyarakat, 

Universitas Negeri Jakarta membuat suatu program yang bertujuan untuk 

melatih dan mendidik mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja dengan 

melakukan program Praktik Kerja Lapangan (PKL) sesuai dengan bidang 

studi yang ditempuh.  

 Praktik kerja lapangan merupakan salah satu program yang dilakukan oleh 

Universitas Negeri Jakarta dalam menciptakan lulusan yang baik, kompeten, 

berkualitas dan terampil serta memiliki keahlian sebagai nilai tambah agar 

mampu bersaing dengan calon-calon tenaga kerja lainnya dan dapat menarik 

perhatian perusahaan untuk merekrutnya. Disaat mahasiswa menjalankan 

praktik kerja lapangan pada suatu perusahaan, mahasiswa harus beradaptasi 

dengan lingkungan pekerjaan agar dapat mempelajari seperti apa saja hal 

yang akan terjadi di dunia kerja. Mahasiswa akan terlatih dan mendapat 

keterampilan kerja tinggi, serta dilatih untuk dapat menghadapi persaingan, 

kendala, dan tantangan didunia kerja yang akan dirasakan oleh praktikan di 

masa mendatang. 
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 Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilaksanakan oleh 

Universitas Negeri Jakarta terkhusus Fakultas Ekonomi program studi D3 

Akuntansi memiliki tujuan dimana mahasiswa dapat meningkatkan wawasan 

pengetahuan, pengalaman, kemampuan dan keterampilan mahasiswa. Selain 

itu, dengan adanya Praktik Kerja Lapangan diharapkan mahasiswa dapat 

membentuk pola pikir yang terampil dan beretika dalam menghadapi dunia 

kerja. Dengan selesainya melakukan kegiatan praktik kerja lapangan 

mahasiswa diharapkan dapat dengan siap menghadapi dunia kerja dan tidak 

menambah jumlah pengangguran di Indonesia serta mendapatkan pemikiran–

pemikiran yang dapat membantu dalam meraih keberhasilan dimasa 

mendatang. 

 Dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan, mahasiswa dituntut untuk 

aktif, disiplin, terorganisir serta tanggap dalam menghadapi situasi di dunia 

kerja dan mampu berkomunikasi dengan baik. Pada kali ini praktikan 

melaksanakan praktik kerja lapangan di Direktorat Jenderal Bina Keuangan 

Daerah, dan ditempatkan pada bagian Subdirektorat Pelaksanaan dan 

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah selama 40 hari kerja. 

 

B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

Adapun maksud dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yaitu: 

1. Melaksanakan kewajiban sebagai salah satu mata kuliah prasyarat wajib 

bagi mahasiswa. 

2. Melakukan tugas praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan 

praktikan yaitu dalam bidang akuntansi. 
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3. Menerapkan dan membandingkan pengetahuan yang didapat di bangku 

kuliah dalam dunia kerja yang sesungguhnya khususnya dalam bidang 

akuntansi. 

Sedangkan tujuan dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan ini yaitu: 

1. Menjadikan PKL sebagai sarana untuk mengembangkan segala potensi 

dan kemampuan yang dimiliki dalam diri mahasiswa. 

2. Menambah pengalaman dan mengetahui tentang penerapan akuntansi 

dalam dunia kerja serta mengasah kemampuan yang dimiliki agar 

sesuai dengan tenaga kerja yang dibutuhkan sebagai bekal setelah lulus 

kuliah. 

3. Memperoleh wawasan dan ilmu pengetahuan terkhusus dalam bidang 

studi akuntansi. 

4. Mempersiapkan diri sebelum memasuki dunia kerja untuk dapat 

berinteraksi, bekerjasama, dan menyesuaikan diri dalam dunia kerja. 

 

C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 

 Program praktik kerja lapangan (PKL) memiliki manfaat yang beragam 

baik untuk mahasiswa, universitas, maupun pihak instansi yang menjadi 

tempat praktik. Adapun kegunaan praktik kerja lapangan adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi Mahasiswa 

a. Dapat terpenuhinya mata kuliah praktik kerja lapangan dan laporan 

praktik kerja lapangan sesuai dengan standar yang diharuskan. 
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b. Melatih tanggung jawab dan disiplin mahasiswa dalam mengelola 

informasi dan manajemen waktu dalam menjalankan tugas yang 

diberikan. 

c. Sarana pengaplikasian kemampuan dan pengetahuan yang diperoleh 

selama mengikuti perkuliahan untuk diterapkan dalam pelaksanaan 

kerja. 

d. Memberikan pengalaman kepada mahasiswa selaku generasi muda 

yang harus siap menghadapi dunia kerja. 

2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

a. Sebagai sarana Pembina hubungan baik terhadap perusahaan atau 

instansi pemerintah agar nantinya dapat memberikan informasi dunia 

kerja terhadap mahasiswa. 

b. Terbentuknya hubungan yang baik antara Universitas Negeri Jakarta 

dengan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri 

Republik Indonesia dalam proses magang ataupun perekrutan 

karyawan baru terkhusus sumber daya manusia dalam bidang 

akuntansi. 

c. Sebagai bahan masukan dan evaluasi dalam penyempurnaan 

kurikulum yang ada sesuai dengan kebutuhan dunia kerja serta 

perkembangan teknologi. 

d. Dapat memberikan gambaran secara nyata tentang lingkup dunia 

kerja kepada mahasiswa yang bertujuan untuk menghadapi dunia 

kerja dimasa mendatang. 
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e. Menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai lembaga pendidikan 

dalam mempersiapkan lulusan yang kompeten dan berkualitas untuk 

dapat bersaing di dunia kerja. 

3. Bagi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam 

Negeri 

a. Sebagai sarana untuk melatih praktikan sesuai dengan kategori 

tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan atau instansi. 

b. Instansi dapat terbantu dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai target 

waktu yang ditentukan. 

c. Mampu melihat potensi yang dimiliki mahasiswa yang 

melaksanakan PKL, sehingga akan lebih mudah dalam melakukan 

perencanaan peningkatan sumber daya manusia. 

d. Memperoleh kesempatan untuk merekrut Praktikan sebagai 

karyawan bila kualifikasinya memenuhi standar instansi yang telah 

ditetapkan. 

 

D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 

 Praktikan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di 

Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri 

Republik Indonesia. Berikut adalah rincian tempat praktikan melaksanakan 

kegiatan: 

nama instansi : Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah   

     Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 

alamat instansi : Jl. Veteran No.7, Jakarta 
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telepon  : (021) 3501161 

website  : http://keuda.kemendagri.go.id 

e-mail  : djkd@kemendagri.go.id 

penempatan : Subdirektorat Pelaksanaan dan Pertanggung-   

     jawaban Keuangan Daerah 

 

E. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan 

 Waktu pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan ini dilaksanakan mulai dari 

tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan 31 Agustus 2019 bertempat di Direktorat 

Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.  

Berikut rincian tahapan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL): 

1. Tahap Persiapan 

 Sebelum melaksanakan PKL, praktikan mengurus surat 

permohonan pengajuan PKL di Biro Akademik Dan Hubungan 

Kemasyarakatan (BAKHUM) Univeras Negeri Jakarta pada tanggal 14 

Mei 2019 yang ditujukan ke Sekretaris Direktorat Jenderal Bina 

Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Setelah surat 

permohonan pengajuan selesai dibuat, surat permohonan dikirim 

langsung ke Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah 

Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya Direktorat Jenderal Bina 

Keuangan Daerah memberikan surat balasan yang menyatakan 

menyetujui praktikan melaksanakan PKL di Instansi tersebut. 

 Surat permohonan yang dikirim ke Sekretaris Direktorat Jenderal 

Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri terlampir pada 

http://keuda.kemendagri.go.id/
mailto:djkd@kemendagri.go.id


7 
 

 
 

lampiran nomor 1 halaman 36, sedangkan untuk surat pernyataan 

disetujuinya kegiatan PKL terlampir pada lampiran nomor 2 halaman 

38. 

2. Tahap Pelaksanaan 

 Pelaksanaan PKL dimulai dari hari Senin, 8 Juli 2019 sampai 

dengan Jumat, 31 Agustus 2019, dengan ketentuan jam kerja sebagai 

berikut: 

Hari Jam Kerja Istirahat 

Senin s/d Kamis 08.00 – 16.00 12.00 – 13.00 

Jumat 08.00 – 16.30 12.00 – 13.30 

Tabel I.1 Jadwal Jam Kerja Praktik Kerja Lapangan 

3. Tahap Pelaporan 

 Praktikan menyusun laporan atas kegiatan PKL untuk 

menyelesaikan mata kuliah PKL yang merupakan syarat yang harus 

dipenuhi oleh mahasiswa D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Jakarta untuk mendapatkan gelar ahli madya. Praktikan 

mempersiapkan penyusunan laporan ini padapertengahan bulan 

September 2019 sampai dengan Oktober 2019. Dalam menyusun 

laporan, praktikan memperoleh data yang sekiranya dibutuhkan pada 

saat melakukan praktik kerja lapangan dan melengkapi seluruh data 

tersebut 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya kontrak praktik kerja 

lapangan. Laporan yang dibuat memuat 4 (empat) bab pokok penulisan 

yang terdiri dari: 
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a. Bab I Pendahuluan 

 Berisikan penjelasan mengenai latar belakang praktikan dalam 

menjalankan Praktik Kerja Lapangan, maksud dan tujuan Praktik 

Kerja Lapangan, kegunaan Praktik Kerja Lapangan bagi praktikan, 

universitas, dan juga pihak instansi, penjelasan lebih jelas mengenai 

informasi kontak instansi, dan jadwal waktu pelaksanaan Praktik 

Kerja Lapangan. 

b. Bab II Tinjauan Instansi Praktik Kerja Lapangan 

 Berisikan penjelasan mengenai sejarah instansi, struktur organisasi 

instansi, dan kegiatan umum instansi. 

c. Bab III Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 

 Berisikan penjelasan mengenai bidang kerja, pelaksanaan kerja 

praktikan, kendala yang dihadapi praktikan, dan cara praktikan 

dalam menghadapi kendala-kendala tersebut. 

d. Bab IV Kesimpulan 

 Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran selama praktikan 

menjalankan kegiatan praktik kerja lapangan. 

Dalam penyusunan laporan Praktik Kerja Lapangan, praktikan 

melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing guna mendapatkan 

masukan dalam penyusunan laporan Praktik Kerja Lapangan.Sebagai 

bukti bahwa praktikan melakukan bimbingan, kartu bimbingan 

terlampir pada lampiran nomor 16 halaman 55. 
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BAB II 

TINJAUAN TEMPAT PKL 

 

A. Sejarah Instansi 

 Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah (Ditjen BAKD) 

dibentuk sesuai dengan amanat Keputusan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 88 Tahun 2003 Pasal 2 huruf h, maka dengan dibentuknya Direktorat 

Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah maka bertambah 1 unit 

organisasi direktorat jenderal baru di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. 

Ditjen BAKD merupakan direktorat jenderal termuda yang merupakan hasil 

dari perluasan dari Direktorat Keuangan Daerah dibawah Direktorat Jenderal 

Otonomi Daerah. 

 Pembentukan Ditjen BAKD dipengaruhi dengan adanya tuntutan 

perubahan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Dasar-dasar yang menjadi 

latar belakang perubahan adalah:  

1. Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintah seiring otonomi-

desentralisasi, 

2. Semangat reinventing government, dan good governance sebagai implikasi 

globalisasi, dan 

3. Realitas regulasi dan instrumen keuangan daerah yang tidak sesuai dengan 

tuntutan dan dinamika masyarakat, dimana anggaran masih menjadi 

dokumen tertutup, dan peran DPRD masih terbatas. 
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 Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat 

Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah (BAKD) yang lahir tanggal 12 

Mei 2004 telah dihadapkan pada tugas-tugas di bidang  Fasilitasi Pengelolaan 

Keuangan Daerah yang cukup berat. Memasuki tahun 2005, Direktorat 

Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah (BAKD) dihadapkan pada 

tugas antara lain penyelesaian berbagai peraturan perundang-undangan baik 

peraturan pemerintah maupun peraturan dibawahnya sesuai amanat UU No 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No 33 Tahun 2003 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 

paket UU Keuangan Negara (UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

 Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU 

No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung-

jawaban Keuangan Negara) serta UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional.  

 Dengan pertimbangan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 24 

Tahun 2010 tentang Kedudukan tugas dan fungsi Kementerian Negara serta 

susunan organisasi tugas dan fungsi Eselon I Kementerian Negara, yang 

antara lain merubah nomenklatur serta tugas dan fungsi Direktorat Jenderal 

Bina Administrasi Keuangan Daerah menjadi Direktorat Jenderal Keuangan 

Daerah, rencana strategis Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan 

Daerah disusun dengan menggunakan nomenklatur baru, yaitu: 'Direktorat 

Jenderal Keuangan Daerah'. 
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 Perubahan nomenklatur dari Direktorat Jenderal Bina Administrasi 

Keuangan Daerah (BAKD) menjadi Direktorat Jenderal Keuangan Daerah 

bertujuan untuk terus mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui 

penciptaan iklim investasi dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan 

daerah, meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah, mendorong peningkatan 

kualitas belanja, yang diarahkan pada semakin meningkatnya belanja untuk 

kepentingan publik dibandingkan dengan belanja aparatur, dan semakin 

meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, peningkatan tertib 

administrasi pengelolaan keuangan daerah, yang transparan, dan akuntabel. 

Adapun Visi dari Direktorat JenderalBina Keuangan Daerah adalah: 

"Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Partisifatif, 

Transparan, Efektif, Efisien, Akuntabel dan Kompetitif" 

Sedangkan Misi dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah adalah: 

1. Mendorong peningkatan kualitas perencanaan anggaran daerah. 

2. Mendorong peningkatan akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi 

pengelolaan keuangan daerah. 

3. Mendorong peningkatan pendapatan daerah.  

4. Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dana perimbangan dan 

kemampuan fiskal daerah. 

5. Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan BUMD, BLUD, BMD. 

6. Mewujudkan pelayanan teknis dan administratif yang berkualitas di 

lingkungan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah. 
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B. Struktur Organisasi

 

Gambar II.1 Struktur Organisasi Subdit Pelaksanaan dan 

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 

Sumber:Data Bagian Subdit P2KD Ditjen Bina Keuangan Daerah 

 Adapun rincian tugas dari masing-masing bagian dalam struktur organisasi 

adalah sebagai berikut: 

1) Kasubbag Tata Usaha 

  Dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di 

bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara 

operasional bertanggungjawab kepada direktur. 

2) Kasubdit Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah  

  Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi 

pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, penyusunan 

norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, 

dan pelaporan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang 

pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi, pelaporan dan pertanggung-
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jawaban keuangan daerah, serta pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan 

daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan 

belanja daerah provinsi, dan pelaksanaan pengesahan rancangan peraturan 

kepala daerah tentang pertanggung-jawaban pelaksanaan anggaran 

pendapatan dan belanja daerah. Kasubdit Pelaksanaan dan 

Pertanggungjawaban Daerah dibagi menjadi 4 (empat) wilayah, yaitu: 

a) Kasubdit Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 

Wilayah I meliputi wilayah Sumatera. 

b) Kasubdit Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 

Wilayah II meliputi wilayah Jawa dan Bali. 

c) Kasubdit Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 

Wilayah III meliputi wilayah Kalimantan dan Sulawesi. 

d) Kasubdit Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 

Wilayah IV meliputi wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. 

3) Kasubdit Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam 

melakukan kinerjanya dibantu oleh kasi yang juga dibagi berdasarkan 

wilayah. Kasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan 

kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan 

umum, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan 

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pelaksanaan bimbingan teknis dan 

supervisi di bidang pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi, pelaporan dan 

pertanggungjawaban keuangan daerah, serta pelaksanaan evaluasi 

rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan 
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anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, dan pelaksanaan 

pengesahan rancangan peraturan kepala daerah tentang pertanggung-

jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kasi dibagi 

menjadi 4 (empat) wilayah, yaitu: 

a) Kasi Wilayah IA meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, 

Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau. 

b) Kasi Wilayah IB meliputi Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, 

Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, dan Lampung. 

c) Kasi Wilayah IIA meliputi Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan 

Jawa Tengah. 

d) Kasi Wilayah IIB meliputi Provinsi Banten, DI Yogyakarta, Jawa 

Timur, dan Bali. 

e) Kasi Wilayah IIIA meliputi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan 

Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan 

Utara. 

f) Kasi Wilayah IIIB meliputi Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, 

Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan 

Sulawesi Selatan. 

g) Kasi Wilayah IVA meliputi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa 

Tenggara Barat, dan Maluku. 

h) Kasi Wilayah IVB meliputi Provinsi Papua, Papua Barat, dan 

Maluku Utara. 
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4) Kasubdit Sistem Informasi dan Dukungan Teknis Pelaksanaan Anggaran 

Daerah 

  Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan perencanaan 

anggaran daerah, pengumpulan dan pengolahan data pelaksanaan anggaran 

daerah serta sistem informasi keuangan daerah. 

5) Kasi Sistem Informasi Keuangan Daerah 

  Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan, 

pengolahan dan pengelolaan sistem informasi keuangan daerah. 

6) Kasi Dukungan Teknis 

  Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan 

kebijakan perencanaan anggaran daerah, pengumpulan dan pengolahan 

data pelaksanaan anggaran daerah. 

 

C. Kegiatan Umum Instansi 

 Subdirektorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugasDirektorat Jenderal Bina 

Keuangan Daerah di bidang pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi, 

pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Beberapa di antaranya 

yaitu: 

1. Penyusunan laporan keuangan satuan kerja pemerintah daerah. 

2. Konsolidasi Laporan keuangan satuan kerja pemerintah daerah. 

3. Penyampaian laporan keuangan daerah kepada BPK. 

4. Penyampaian ranperda tentang pertanggungjawaban APBD kepada 

DPRD. 
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5. Persetujuan bersama ranperda tentang pertanggungjawaban APBD 

antara Kepala Daerah dan DPRD. 

6. Penyampaian ranperda tentang pertanggungjawaban APBD kepada 

Mendagri untuk dievaluasi. 

7. Evaluasi ranperda tentang pertanggungjawaban oleh Mendagri. 

8. Penyempurnaan ranperda tentang pertanggungjawaban. 

9. Penyampaian ranperda tentang pertanggungjawaban kepada Mendagri 

untuk mendapat nomor registrasi. 

 Sedangkan Subdirektorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan 

Daerah dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan, penatausahaan, 

akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah;  

b. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan, penatausahaan, 

akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah; 

c. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang pelaksanaan, penatausahaan, 

akuntansi, pelaporandan dan pertanggungjawaban keuangan daerah;  

d. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang 

pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi, pelaporan dan pertanggung-

jawaban keuangan daerah;  

e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang 

pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi, pelaporan dan pertanggung-

jawaban keuangan daerah;  
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f. Penyiapan perumusan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di 

bidang pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi, pelaporan dan 

pertanggungjawaban keuangan daerah;  

g. Penyiapan perumusan pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah 

tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan 

belanja daerah provinsi;  

h. Penyiapan perumusan pelaksanaan pengesahan rancangan peraturan 

kepala daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran 

pendapatan dan belanja daerah provinsi;  

i. Pengelolaan sistem informasi keuangan daerah dan pengolahan data 

pelaksanaan anggaran daerah; dan  

j. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat. 
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BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

A. Bidang Kerja 

 Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan berlangsung selama 40 hari kerja. 

Praktikan diberikan kesempatan untuk melaksanakan praktik kerja lapangan 

di Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, praktikan ditempatkan di 

subdirektorat pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang 

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Bina 

Keuangan Daerah di bidang pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi, 

pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Dalam pelaksanaan 

kegiatan, praktikan dibimbing dan diarahkan untuk meningkatkan 

pengetahuan di bidang akuntansi pemerintahan, serta untuk membantu proses 

pekerjaan di bagian keuangan daerah. 

 Adapun pekerjaan yang dilakukan praktikan selama melaksanakan Praktik 

Kerja Lapangan di Subdit Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan 

Daerah antara lain: 

1. Mengklasifikasikan besaran APBD yang berada di atas atau di bawah 

standar yang ditetapkan oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah; 

2. Memasukkan dokumen butir-butir hasil klasifikasi realisasi anggaran yang 

tidak sesuai dari target anggaran ke dalam file Microsoft Word; 
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3. Memasukkan data dari laporan realisasi anggaran dari berbagai kota, 

kabupaten, dan provinsi pada bulan Juni dan Juli 2019 ke dalam satu file 

Excel. 

 

B. Pelaksanaan Kerja 

 Sistem akuntansi pemerintah daerah adalah proses pencatatan, 

pengklasifikasian, dan peringkasan transaksi keuangan daerah serta 

pelaporannya dalam rangka pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan 

belanja daerah. (Hasanah dan Fauzi, 2016:179) 

 Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Ditjen Bina Keuangan 

Daerah Kementerian Dalam Negeri mulai dari tanggal 8 Juli 2019 sampai 

tanggal 30 Agustus 2019.Pada hari pertama, praktikan diantarkan menuju 

bagian subdirektorat pelaksanaan dan pertanggungjawaban dan 

memperkenalkan diri ke seluruh pegawainya. Kemudian praktikan diberikan 

arahan mengenai pekerjaan yang akan dikerjakan oleh praktikan. 

 Berikut rincian pekerjaan yang dilakukan praktikan selama melaksanakan 

Praktik Kerja Lapangan di Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam 

Negeri: 

1. Mengklasifikasikan besaran APBD pada setiap akun yang beradadi 

atas atau di bawah standar yang ditetapkan oleh Ditjen Bina 

Keuangan Daerah. 

  Pada setiap periode akuntansi, Subdirektorat Pelaksanaan dan 

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah menerima laporan pertanggung- 

jawaban keuangan dari tiap provinsi. Laporan yang diterima dalam bentuk 
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softcopy berupa file PDF dan/atau hardcopy berupa versi cetak dari 

softcopy tersebut. Dalam laporan tersebut berisi rincian-rincian dari 

anggaran alokasi dana dan realisasi pada tiap Satuan Kerja Pemerintah 

Daerah. 

  Pekerjaan ini dilakukan untuk memudahkan pegawai subdit yang 

bersangkutan dalam memilih akun-akun dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah yang sekiranya perlu dievaluasi. Hal-hal yang dilakukan 

dalam mengklasifikasikan besaran APBD yang perlu di evaluasi adalah 

sebagai berikut: 

a. Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan rencana keuangan 

tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh 

pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 

(Hasanah dan Fauzi, 2016:134) 

b. Anggaran adalah hasil dari suatu perencanaan yang berupa daftar 

mengenai bermacam-macam kegiatan terpadu, baik menyangkut 

penerimaannya maupun pengeluarannya.(Hasanah dan Fauzi, 

2016:129) 

c. Realisasi adalah suatu rencana sistematis yang berisikan tentang seluruh 

aktivitas serta kegiatan dalam jangka waktu tertentu untuk diwujudkan 

secara nyata.  

d. Memperoleh dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

dalam bentuk softcopy atau hardcopy salah satu provinsi dari salah satu 
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pegawai subdirektorat pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan 

daerah. 

 

Gambar III.1 Tampilan Softcopydokumen APBD 

Sumber:Data Bagian Subdit P2KD Ditjen Bina Keuangan Daerah 

e. Memperoleh informasi mengenai besaran pendapatan dan belanja 

daerah yang harus diklasifikasi. Sebagai contoh, pada Provinsi DKI 

Jakarta, klasifikasi tersebut hanya berlaku pada anggaran atau realisasi 

yang jumlahnya melebihi Rp2.000.000.000,-. 

f. Setelah mendapat informasi yang harus dikerjakan, praktikan mulai 

mencari besaran pendapatan dan belanja daerah yang persentasenya 

lebih dari 100% dan di bawah 70% pada setiap akun yang ada dalam 

dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Jika praktikan 

mendapatkan besaran pendapatan dan belanja yang sesuai dengan 

ketentuan di atas, praktikan akan memberi tanda berupa warna pada 

akun tersebut. 
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Gambar III.2 Hasil klasifikasi 

Sumber:Data Bagian Subdit P2KD Ditjen Bina Keuangan Daerah 

g. Jika dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah selesai di 

periksa, praktikan akan mengembalikan dokumen tersebut kepada 

pegawai dari subdit wilayah yang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerahnya telah di periksa. Tujuan dari pengembalian dokumen 

tersebut adalah untuk di periksa kembali hasil pengklasifikasian yang 

dikerjakan praktikan sudah benar atau tidak, jika sudah benar maka 

pekerjaan akan dilanjutkan pada pekerjaan nomor dua. 

 

2. Memasukkan dokumen butir-butir hasil klasifikasi realisasi anggaran 

yang tidak sesuai dari target anggaran ke dalam file Microsoft Word. 

  Pekerjaan ini dilakukan untuk memudahkan dalam memilih bahan 

evaluasi rancangan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja 

daerah yang nantinya akan ditetapkan sebagai peraturan daerah tentang 

pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah. Hal-hal 
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yang dilakukan praktikan dalam melakukan pekerjaan adalah sebagai 

berikut: 

a. Pekerjaan ini merupakan lanjutan dari pekerjaan nomor satu. Untuk 

menyelesaikan pekerjaan ini, hal pertama yang harus dilakukan yaitu 

mendapatkan dokumen anggaran pendapatan dan belanja daerah yang 

sudah di klasifikasi. 

Gambar III.3 Hasil klasifikasi 
Sumber:Data Bagian Subdit P2KD Ditjen Bina Keuangan Daerah 

b. Sebelum data yang ada dalam dokumen anggaran pendapatan dan 

belanja daerah dimasukkan, praktikan diberikan file Microsoft Word 

berisikan formulir yang harus diisi dengan hasil klasifikasi sesuai 

dengan kriteria yang tercantum dalam formulir. Kriteria tersebut antara 

lain: 

(1) Pendapatan dan beban yang tidak terealisasi. Yaitu berisi penjelasan 

mengenai alokasi dana yang dianggarkan tetapi tidak direalisasi atau 

realisasinya sama dengan 0%; 
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(2) Pendapatan dan beban yang capaian realisasinya tidak optimal. 

Berisi penjelasan mengenai alokasi anggaran yang realisasinya 

dibawah persentase yang ditentukan. Dalam kasus ini salah satu 

contohnya adalah untuk Provinsi DKI Jakarta yaitu dibawah 80%; 

(3) Pendapatan dan beban yang capaian realisasinya jauh melampaui 

target yang ditetapkan. Berisi penjelasan mengenai alokasi anggaran 

yang realisasinya dibawah persentase yang ditentukan. Dalam kasus 

ini persentase realisasinya lebih dari 100%; 

(4) Target pendapatan yang terealisasi dari yang semula tidak 

dianggarkan dalam APBD. Berisi penjelasan mengenai alokasi dana 

yang tidak dianggarkan atau 0% tapi terdapat realisasi atau 

penggunaan dana. 

c. Setelah mendapatkan dokumen tersebut, praktikan membuka formulir 

yang berisi kategori yang harus diisi dengan menggunakan aplikasi 

Microsoft Word untuk memasukkan hasil klasifikasi anggaran 

pendapatan dan belanja daerah. 

 

Gambar III.4 Formulir berisikategori pengklasifikasian 

Sumber:Data Bagian Subdit P2KD Ditjen Bina Keuangan Daerah 
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d. Selanjutnya praktikan mulai memasukkan hasil klasifikasi sesuai 

dengan kategori yang sudah tercantum dalam formulir ke dalam 

Microsoft Word. 

 

Gambar III.5 Tampilan hasil klasifikasi yang sudah di input 

Sumber:Data Bagian Subdit P2KD Ditjen Bina Keuangan Daerah 

e. Setelah selesai memasukkan hasil klasifikasi, praktikan memeriksa 

kembali apakah terdapat kesalahan atau tidak. Jika tidak ada kesalahan 

dalam memasukkan data hasil klasifikasi, praktikan selanjutnya 

mengirim dokumen butir-butir tersebut ke e-mail pegawai dari subdit 

wilayah yang sedang dievaluasi.  

 

3. Memasukkan data dari dokumen laporan realisasi anggaran dari 

berbagai kota, kabupaten dan provinsi pada bulan Juni dan Juli 2019 

ke dalam satu file Microsoft Excel. 

  Pada setiap bulannya, subdit pelaksanaan dan pertanggungjawaban 

keuangan daerah menerima laporan realisasi anggaran dari masing-masing 
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kota, kabupaten, dan provinsi di Indonesia. Tujuan dari pekerjaan ini 

adalah sebagai arsip data pemerintah, untuk laporan kepada Direktur, 

Menteri, dan juga Presiden atas kinerja setiap daerah. Selain itu, di input-

nya laporan ini juga bisa digunakan untuk melihat apakah laporan yang 

dibuat oleh pemerintah daerah sesuai dengan peratutan yang ada.Untuk 

menyelesaikan pekerjaan ini, hal yang dilakukan praktikan adalah sebagai 

berikut: 

a. Praktikan memperoleh dokumen Laporan Realisasi Anggaran tiap 

daerah yang datanya akan dimasukkan. Tercantum pada lampiran 

nomor 9 halaman 46. 

b. Laporan Realisasi Anggaran(LRA) merupakan bentuk pertanggung-

jawaban pelaksanaan APBD oleh pemerintah daerah, karena mencakup 

sumber pendanaan, alokasi anggaran, dan penggunaan sumber ekonomi 

yang dikelola Pemda.(Hasanah dan Fauzi, 2016:195) 

c. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih (UU No. 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah). Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui 

Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, 

yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu 

dibayar kembali oleh daerah (PP No. 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan).  
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d. Beberapa akun dalam pendapatan daerah yaitu: 

(1) Pendapatan asli daerah, merupakan pendapatan daerah yang 

bersumber dari daerah itu sendiri. Beberapa di antaranya adalah 

pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah,  

pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, 

dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

(2) Pendapatan transfer, merupakan pendapatan yang bersumber 

dari transfer pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan 

otonomi daerah. Beberapa di antaranya adalah dana bagi hasil 

pajak, dana bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dan 

dana alokasi khusus. 

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah, merupakan pendapatan 

yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pendapatan asli 

daerah dan pendapatan transfer. Beberapa di antaranya adalah 

pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan 

pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi 

khusus, bantuan keuangan, dan dana transfer lainnya. 

e. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai 

pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang 

bersangkutan (UU No. 33 Tahun 2004). Belanja daerah meliputi semua 

pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi 

ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu 
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tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh 

Daerah (PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan). 

h. Beberapa akun dalam belanja daerah yaitu: 

(1) Belanja tidak langsung, merupakan belanja yang dianggarkan 

tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan 

kegiatan. Beberapa di antaranya adalah belanja pegawai, belanja 

hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada 

provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa, belanja bantuan 

keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota pemerintahan desa 

dan partai, dan belanja tidak terduga. 

(2) Belanja langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait 

secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. 

Beberapa di antaranya adalah belanja pegawai, belanja barang 

dan jasa, dan belanja modal. 

f. Setelah memperoleh dokumen, praktikan diberikan file Microsoft Excel 

berisi format dan rumus-rumus yang harus diisi sesuai dengan data pada 

dokumen Laporan Realisasi Anggaran. Tercantum pada lampiran 

nomor 10 dan 11 halaman 47. 

g. Praktikan membuka file berisi format tersebut dan mulai memasukkan 

nominal yang tercantum dalam dokumen laporan realisasi anggaran. 

Pada saat memasukkan data, praktikan harus melihat apakah dokumen 

yang didapat merupakan laporan realisasi anggaran menurut SAP atau 

Permendagri 13. Jika dokumen yang didapat adalah menurut SAP maka 
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praktikan harus memasukan nominal yang ada dalam dokumen laporan 

realisasi anggaran bagian pendapatan dan pembiayaan daerah pada 

kolom LRA Permendagri 13 dan bagian belanja daerah pada kolom 

LRA SAP. Jika yang praktikan dapatkan adalah LRA Permendagri 13, 

maka praktikan hanya perlu memasukan nominal yang ada pada 

dokumen laporan realisasi anggaran pada kolom LRA Permendagri 13. 

 

Gambar III.6 Tampilan hasil input Laporan Realisasi Anggaran 

Sumber:Data Bagian Subdit P2KD Ditjen Bina Keuangan Daerah 

h. Setelah memasukkan nominal ke dalam format file Excel, praktikan 

akan memeriksa kembali apakah penghitungan rumus sudah benar dan 

sesuai dengan dokumen laporan realisasi anggaran yang sebelumnya 

didapatkan. Jika ada yang berbeda, maka praktikan akan memberi tanda 

berupa warna pada file Excel dan mencantumkan nominal yang 

seharusnya pada dokumen laporan realisasi anggaran tersebut dan 

mengonfirmasikannya pada pegawai yang bersangkutan. 
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i. Setelah praktikan selesai melakukan peng-input-an, praktikan akan 

memberikan file hasil input data laporan realisasi anggaran kepada 

pegawai dari subdit sistem informasi keuangan daerah untuk nantinya 

dipastikan kembali hasil penghitungannya. 

 

C. Kendala Yang Dihadapi 

 Dalam menjalankan kegiatan praktik kerja lapangan di Subdit Pelaksanaan 

dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, terdapat kendala-kendala yang 

dihadapi praktikan, antara lain sebagai berikut: 

1. Pada saat melaksanakan kegiatan PKL, praktikan merasakan perbedaan 

antara yang praktikan pelajari di perkuliahan. Selama mengikuti 

perkuliahan, praktikan belum sepenuhnya memahami proses pelaporan 

keuangan daerah. 

2. Tidak adanya Standar Operating Prosedur (SOP) bagi pemagang sehingga 

tidak ada kejelasan pekerjaan atau tugas yang harus dikerjakan Praktikan 

di tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL). Praktikan hanya akan bekerja 

jika ada pegawai yang membutuhkan bantuan. 

 

D. Cara Mengatasi Kendala 

 Dalam menghadapi kendala yang terjadi, praktikan dituntut untuk 

mengantisipasi dan memberikan solusi atas segala kendala, maka hal yang 

praktikan lakukan adalah: 
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1. Praktikan mencoba mempelajari apa yang sekiranya memerlukan 

pemahaman lebih. Jika masih bingung, praktikan akan bertanya langsung 

ke pegawai subdit. 

2. Sedikitnya pekerjaan dikarenakan data yang harus dikerjakan merupakan 

dokumen penting Negara. Dalam mengatasi kendala ini, agar praktikan 

tidak hanya berdiam diri, praktikan berinisiatif menawarkan bantuan 

kepada pegawai-pegawai yang ada. 
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BAB IV 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

 Praktik kerja lapangan merupakan salah satu program yang dilakukan oleh 

Universitas Negeri Jakarta dalam menciptakan lulusan yang baik, kompeten, 

berkualitas dan terampil serta memiliki keahlian sebagai nilai tambah agar 

mampu bersaing dengan calon-calon tenaga kerja lainnya dan dapat menarik 

perhatian perusahaan untuk merekrutnya. Selama pelaksanaan praktik kerja 

lapangan, praktikan memperoleh banyak pengetahuan baru tentang dunia 

kerja dan bidang akuntansi pemerintahan. Kegiatan praktik ini juga 

menambah pengalaman praktikan yang tentunya dapat berguna di masa 

mendatang. 

 Praktikan mendapatkan pengalaman dalam dunia kerja Direktorat Jenderal 

Bina Keuangan Daerah. Praktikan ditempatkan di Subdirektorat Pelaksanaan 

dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Dari kegiatan praktik kerja 

lapangan ini praktikan dapat mengambil kesimpulan: 

1. Selama melaksanakan PKL praktikan mengerjakan berbagai pekerjaan 

seperti mengklasifikasikan besaran APBD yang berada di atas atau di 

bawah standar yang ditetapkan oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah, dan 

memasukkan realisasi anggaran tiap kota, kabupaten dan provinsi pada 

bulan Juni dan Juli 2019. 
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2. Selama pelaksanaan praktik kerja lapangan di Direktorat Jenderal Bina 

Keuangan Daerah, sangat dibutuhkan keterampilan atau kemampuan 

dalam menggunakan beberapa aplikasi dasar,seperti Microsoft Word dan 

Excel. 

3. Praktikan dapat mengetahui proses yang dilakukan dalam mengevaluasi 

rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban dan 

pelaksanaan APBD. 

4. Praktik Kerja Lapangan menjadi sarana bagi praktikan untuk mengukur 

kemampuannya di dunia kerja. 

5. Praktik Kerja Lapangan menjadi sarana untuk melatih praktikan agar lebih 

bertanggung jawab dan disiplin. 

 

B. Saran 

Setelah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Direktorat Jendral 

Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, adapun beberapa saran 

yang dapat praktikan sampaikan, diantaranya: 

1. Saran bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

a. Mengadakan kerjasama dengan berbagai macam instansi baik 

pemerintah maupun swasta untuk memudahkan mahasiswa dalam 

mencari tempat Praktik Kerja Lapangan. 

b. Diharapkan pihak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dapat 

mempertimbangkan ditambahnya pelatihan penggunaan aplikasi 

akuntansi selain MYOB dan Accurate. 
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c. Mengadakan pelatihan-pelatihan yang sesuai antara jurusan dengan 

bidang kerja mahasiswa sehingga mahasiswa dapat dengan mudah dan 

siap masuk ke dalam dunia kerja.  

2. Saran bagi mahasiswa yang akan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan 

a. Dalam melakukan pencarian tempat Praktik Kerja Lapangan, ada 

baiknya dilakukan satu sampai dua bulan sebelum waktu pelaksanaan 

Praktik Kerja Lapangan (PKL). 

b. Mahasiswa hendaknya bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja 

dan aturan-aturan yang berlaku di lokasi Praktik Kerja Lapangan 

(PKL), serta menjaga nama baik Universitas. 

c. Mahasiswa harus mempersiapkan diri, baik konsisi fisik ataupun 

mental, serta membekali diri dengan pengetahuan dan kemampuan yang 

cukup. 

3. Saran untuk perusahaan tempat Praktik Kerja Lapangan 

a. Memberikan kepastian kepada mahasiswa yang ingin melakukan 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) lebih cepat. 

b. Diharapkan kedepannya instansi tetap dapat menerima mahasiswa UNJ 

untuk melakukan praktik kerja lapangan, serta selama menjalankan 

praktik kerja lapangan ini diharapkan pula instansi dapat memberikan 

arahan yang lebih baik terkait bidang pekerjaan yang harus dilakukan. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 : Surat Permohonan Izin Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 2 : Surat Penerimaan Mahasiswa Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 3 : Surat Keterangan Selesai Menjalankan PKL 
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Lampiran 4 : Lembar Penilaian Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 5 : Daftar Hadir Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 6 : Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

 

 

Lampiran 7 : Formulir berisi kategori untuk diisi sesuai dengan 

klasifikasinya 
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Lampiran 8 : Tampilan hasil peng-input-an 
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Lampiran 9 : Dokumen Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan  

  Belanja Daerah 
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Lampiran 10 : Format pengisisan data Laporan Realisasi Anggaran kolom  

    Permendagri 13 

 

 

Lampiran 11 : Format pengisisan data Laporan Realisasi Anggaran kolom  

    SAP 
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Lampiran 12 : Hasil pengerjaan dalam memasukkan data dari dokumen  

    laporan realisasi anggaran dari berbagai kota, kabupaten dan 

    provinsi pada bulan Juni dan Juli 2019 
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Lampiran 13 : Lembar Kegiatan Harian 

 



50 
 

 



51 
 

 

 



52 
 

 

 
 

  



53 
 

 

Lampiran 14 : Struktur Organisasi Kementerian Dalam Negeri 
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Lampiran 15 : Struktur Organisasi Subdit Pelaksanaan dan    

    Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 
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Lampiran 16 : Kartu Konsultasi Pembimbingan Penulisan PKL 

 

 

 


